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ABSTRACT

The problem in this research is how effectiveness of online package licensing program in improving licensing
services. The method used in this research is descriptive qualitative. Informants determination techniques used in this study
was purposive, because researchers wanted to explore in depth information from people who really know the focus of
research. The result of this study is online licensing program less effective. It can be seen from some of effectiveness
criteria. First, defining program online licensing package is supported by the unity of comprehension in each staff. Second,
problem analysis the program has not been able to solve problem. Third, need assessment not accordance with the society’s
needs. Fourth, selecting a strategy and establishing objectives is not appropriate with the objective of the program. Fifth,
program design the implementation has involved the entire staff. Sixth, the budgeting cannot be used efficiently. Seventh,
online licensing package program do not have planned program evaluation.
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Pendahuluan

Birokrasi merupakan inti dari pemerintah saat
ini yang perlu dilakukan sebuah reformasi. Pemerintah
pada saat ini dinilai belum mampu menyelenggarakan
pemerintah yang baik seperti yang diharapkan. Berbagai
masalah yang ada tidak lepas dari rendahnya kinerja
birokrasi dalam menanggapi perubahan sosial yang
terjadi. Birokrasi dan pejabatnya lebih menekankan
dirinya sebagai penguasa dari pada pelayanan
masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik,
birokrasi merupakan lini terdepan yang berhubungan
langsung dengan pemberian pelayanan terhadap
masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
para aktor yang menjalankannya. Pemberian pelayanan
kepada masyarakat merupakan kewajiban utama
pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian
pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang
mempercepat proses sesuai dengan apa vyang
seharusnya.Oleh karena itu pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada
masyarakat sangat ditentukan oleh Kkinerja pelayanan
yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan
efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.

Namun yang terjadi,penyelenggaraan birokrasi
selama ini belum dapat menjalankan tugasnya sebagai
birokrat yang baik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih
menekankan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai
pelayan masyarakat. Akibatnya, sikap dan pelaku
birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan
masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik ikut
memperburuk  sistem  pelayanan  publik  melalui
penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi
sebagai variable yang dominan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Elite politik dan birokrasi yang dekat
dengan mereka, seringkali memperoleh perlakuan
istimewa dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Akses terhadap pelayanann dan kualitas pelayanan publik
sering berbeda tergantung kedekatan dengan elite
birokrasi dan politik. Hal seperti demikian sering
mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa
diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi
publik(Dwiyanto,2006:2).

Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan
pelayanan publik. Dari ketiga jenis pelayanan yang ada,
pelayanan yang mendapat perhatian serius dari
pemerintah adalah pelayanan administratif  yang
mencakup pada layanan perizinan. Sebab dengan kualitas
pelayanan perizinan yang baik, negara atau pemerintah
akan dapat ditingkatkan, terutama pada pelayaan
perizinan usaha, penanaman modal dan investasi.

Di Indonesia, layanan perizinan mendapatkan
predikat pelayanan perizinan yang masih buruk dari
sejumlah negara berkembang dan negara maju yang
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lainnya. Di mata para investor, Indonesia dinilai paling
buruk dalam pelayanannya dibandingkan dengan negara-
negara asia lainnya, jika dibandingkan dengan Negara
maju. Prosedur layanan yang berbelit-belit dalam
perizinan izin usaha menjadikan alasan investor malas
untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian yang
dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa untuk
memulai investasi di Indonesia harus melalui jumlah
prosedur yang paling banyak, jangka waktu paling lama,
dan biaya paling mahal apabila dibandingkan dengan
negara-negara lain di Asia. Pelaku usaha membutuhkan
waktu 15 hari dengan rata-rata biaya Rp 500.000,- untuk
mengurus Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Padahal, merujuk
ketentuan pusat dalam Peraturan Menteri Perdagangan
36/M-DAG/PER/9/2007, pengurusan SIUP dan TDP
semestinya tidak lebih dari 3 hari kerja dan bebas biaya
pengurusan (www.kppod.org).
Laporan lain yang di peroleh dari The
Indonesia  Competitiveness  Report 2013  juga
menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaku bisnis dalam menanamkan bisnis ke Indonesia.
Beberapa Faktor permasalahan tersebut Dapat dilihat
pada Grafik 1.1 bahwa beberapa faktor utama yang
menjadi masalah dalam melakukan bisnis di Indonesia
adalah faktor korupsi yang sedang merajalela di
Indonesia, yaitu 19,3%. Kedua, mengenai Birokrasi
pemerintah yang tidak efisien sebesar 15% dalam hal ini
menyangkut pengurusan ijin yang terlalu lama dan tidak
efisien. Ketiga, mengenai kurangnya persediaan
infrastruktur yaitu sebesar 9,1%, dan seterusnya.
Disamping itu, berdasarkan survey World Bank,
IFC, Indonesia tertinggal dalam berbagai hal yaitu
prosedur, perizinan dan sumber daya manusia yang
menjadikan posisi daya saing dan rangking Indonesia
dalam investasi terus menurun (Budi,2010:67).

GRAFIK 1.1
FAKTOR PERMASALAHAN BISNIS DI
INDONESIA TAHUN 2013
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(Sumber : The Indonesia Competitiveness
Report 2013, World Economic Forum)

Melihat  hal  tersebut, sebagai  upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia sangat
membutuhkan reformasi pelayanan perizinan dalam hal
investasi. Sebab investasi merupakan bagian komponen
yang penting dalam pembangunan ekonomi karena
memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya kegiatan
ekonomi di masa yang akan datang. Perbaikan pelayanan
perizinan sangat berpengaruh dalam memperbaiki Kkrisis
ekonomi yang berkepanjangan. Buruknya pelayanan
perizinan sangat mempengaruhi penurunan investasi
yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini
akan berdampak pada pengangguran serta menambah
angka kemiskinan dalam suatu negara. Dengan demikian,
peran investasi sangat diperlukan dalam pembangunan
sebuah negara. Investasi merupakan tolak ukur bagi
sebuah negara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan (Situmorang,2011:54). Berbagai
forum Internasional telah mengakui bahwa investasi
merupakan mesin yang sangat kuat yang akan
memberikan manfaat besar bagi sebuah negara dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mulai tahun 2001, pemerintah pusat telah
memberikan kewenangan kepada setiap daerah melalui
desentralisasi untuk mengatur daerah masing-masing.
Dijelaskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8
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bahwa desentralisasi adalah  penyerahan urusan
pemerintah oleh Pemerintahan pusat kepada daerah
otonom berdasarkan asas otonomi. Dimana era otonomi
daerah mensyaratkan adanya iklim yang kondusif antara
birokrasi dan kalangan dunia usaha. Dalam menjalin
kerja sama dengan kalangan bisnis dan dunia usaha
dalam rangka mendorong investasi serta pertumbuhan
ekonomi di daerah. Jika Birokrasi daerah yang selama ini
tergantung kepada pemerintahan pusat dalam hal dana
pembangunan daerah, maka pada era otonomi daerah
dituntut lebih mampu membaca peluang pasar bagi
kepentingan pembangunan ekonomi di daerah masing-
masing (Dwiyanto,2006:130).

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi
dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan
terpadu sesuai dengan instruksi presiden Nomor 3 Tahun
2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
Sejalan dengan tersebut untuk mendukung kebijakan
dalam meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah
melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan
Terpadu Satu Pintu yang jenis kelembagaannya
diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga
yang sesuai, baik yang berbentuk dinas, kantor atau
badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan
kebutuhan daerah dalam mengelolahnya. Dengan
dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas
memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat,
dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup
mendatangi satu kantor/dinas saja.

Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo
merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang
melopori  inovasi  pelayanan  administrasi  yang
menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP),
sebelum ada regulasi dari pemerintah yang mengatur
tentang PTSP  (www.igi.fisipol.ugm.ac.id). Dalam
perjalanannya pada tahun 2008 nomenklatur Dinas
perijinan dan Penanaman Modal berubah menjadi Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo dan pada
tahun 2011 ada penambahan jumlah jenis ijin yang
ditangani dari 15 ijin menjadi 25 ijin. Pada tahun 2012
terdapat penambahan kembali ijin yang ditangani, dari 25
ijin menjadi 37 jenis ijin dan pada tahun 2015 dari 37 ijin
menjadi 73 jenis ijin. Melihat banyaknya izin yang di
tangani oleh BPPT, akhirnya pada tahun 2012 BPPT
membuat sebuah terobosan agar tujuan pelayanan cepat,
mudah, sederhana, dan akuntabel dapat tercapai dalam
upaya memenuhi harapan masyarakat. Sehingga BPPT
dalam hal ini yang memiliki kewenangan khusus dalam
hal perizinan dan investasi memprakarsai program baru
yang dinamakan program paket perizinan online.

Program paket online diharapkan menjadi
pendobrak sistem pelayanan publik yang terkesan lama,
ruwet dan bertele-tele. Hadirnya paket online

dilatarbelakangi  dari  bertambahnya  kewenangan
perizinan yang harus ditangani oleh BPPT. Model regular
yang selama ini diterapkan disadari memakan waktu
yang cukup lama. Berbagai keluhan para investor juga
sering di keluh kesahkan karena harus berkali-kali
kembali ke Kantor BPPT, ditambah antrian yang begitu
panjang membuat sebagian investor gerah sehingga
menuntut instansi tekait untuk memperbaiki layanan
yang lebih baik. Keadaan demikian membuat BPPT
Kabupaten Sidoarjo membuat terobosan layanan paket
online dengan maksud menyederhanakan proses ijin
sekaligus dan memudahkan pengajuan permohonan
melalui media internet. Hal ini bertujuan untuk
memberikan kemudahan dan alternatif sarana pengajuan
permohonan ijin.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang
sebelumnya, maka penelitian ini ingin mengetahui
“Bagaimana keefektifan program paket perizinan online
dalam meningkatkan pelayanan perizinan investasi di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten
Sidoarjo?”

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini yakni:
1. Manfaat Akademis
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendorong
pengembangan program-program Yyang ada dalam
memperbaiki pelayanan perizinan dan memberikan
dampak positif bagi perbaikan nilai investasi di daerah.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan Betari Danu
Oktavia hanya berfokus pada inovasi paket online yang
dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pada
penelitian ini  fokus kepada bagaimana keefektifan
program paket perizinan online dalam meningkatkan
pelayanan perizinan terpadu (BPPT) di Kabupaten
Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan
masukan serta informasi bagi Pemerintah Daerah di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten
Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan
perizinan investasi.

Landasan Teori

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori keefektifan program oleh Peter M.
Kettner, Robert M.Moroney dan Lawrence L. Martin
Martin dalam buku mereka yang berjudul “Designing
and Managing Programs” mengemukakan pendapat
bahwa mengetahui keefektifan program sangat penting
dilakukan untuk melihat keberhasilan layanan bahwa
program sangat dibutuhkan. Oleh karena itu terdapat
beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melihat
pelaksanaan program Yyang menjadi dasar untuk
menjalankan program secara efektif yaitu: Defining
program, Problem analisis, Need assessment, Selecting
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a strategi and establishing objective, program design,
budgeting, program evaluation.(Kettner,2007:12).

Kemudian pengertian program menurut Bintoro
Tjokroamidjojo, program merupakan suatu aktivitas
sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu yang
spesifik dalam ruang dan waktu yang terbatas yang
terdiri atas berbagai proyek yang saling berhubungan
dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi
atau aktivitas (Tjokroamidjojo,1995:195).

Pelayanan publik (public service) merupakan
salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara
sebagai abdi masyarakat disamping abdi negara
(Setijaningrum,2009:1). Sedangkan menurut sinambela
(Dalam Masdar dkk, 2009:42) pelayanan publik adalah
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kesatuan
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu prosuk secara fisik. Agung
Kurniawan (Dalam Masdar dkk, 2009:42) mengatakan
bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.

Lembaga Administrasi  Negara Republik
Indonesia (1997:138) memberikan pengertian perizinan
adalah salah satu bentuk pelaksanaan fngsi pengaturan
(regulasi) dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh
pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dialakukan
oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan
penelitian ini untuk memahami fenomena sosial yang
terjadi dengan memperolen pemahaman secara
mendalam akan gejala sosial dilapangan. Tipe penelitian
deskriptif yakni mendeskripsikan situasi atau kejadian
empiris dan memperoleh gambaran umum tentang
masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah pada
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten
Sidoarjo. Teknik penentuan informan dengan cara
purporsive yakni memilih informan yang dianggap
paling memahami mengenai permasalahan dalam
penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif,
materi audio. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan
data menggunakan trianggulasi sumber yakni dengan
membandingkan perspektif satu orang dengan yang lain
serta dengan membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen yaitu melakukan crosscheck dengn dokumen.

Pembahasan

Keefektifan program paket perizinan online
sesuai dengan teori Peter M. Kettner, Robert M.Moroney
dan Lawrence L. Martin Martin telah menghasilkan

beberapa temuan sesuai dengan kriteria-kriteria
keefektifan yang digunakan. Pertama, program paket
perizinan online di badan pelayanan perizinan kabupetn
Sidoarjo yang diresmikan pada januari 2012 melalui
meraturan bupati sidoarjo nomor 39 tahun 2011 tentang
penerbitan satu paket sudah didukung dengan kesatuan
pemahaman antara masing-masing staff dengan jelas.
Tidak ada perbadaan peran antara layanan sebelumnya
dengan layanan saat ini. Perbedaan layanan paket online
dengan layanan regular hanya pada proses berkas
diterima customer service secara online atau pemohon
memberikan ke customer service secara langsung.
Kejelasan pemahaman program sangat mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan program paket online sebab
tanpa definisi yang jelas dari masing-masing staff maka
program tidak akan berjalan. Terjadinya tumpang tindih
tanggung jawab dan lempar tugas akan membuat
program  menjadi tidak jelas, rancu, bahkan
membingungkan bagi penerima layanan. Hal ini juga
akan memperngaruhi  pelaksanaan layanan Yyang
mempengaruhi keberhasilan program layanan.

Kedua, Program layanan paket online
merupakan suatu program layanan untuk meminimalisir
permasalahan layanan regular. Bentuk pelayanan
perizinan yang selama ini mengalami beberapa kendala
diantaranya banyaknya antrian, terbatasnya sarana
prasarana,pungli ingin dicari solusi melalui layanan paket
online. Berdasarkan teori di atas, fakta di lapangan di
mana masih banyaknya antrian, terbatasnya sarana
prasarana,pungli birokrasi kurang mampu membaca fakta
sosial pelayanan yang ada, dalam  mendefinisikan
masalah tidak melibatkan masyarakat. Kondisi ini
didukung dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti
dimana.,pelayanan perizinan di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dalam
jam pelayanan masih dipadati oleh sejumlah pemohon.
Hal ini bisa diketahui dari banyaknya antrian dan lahan
parkir yang selalu dipadati oleh pemohon. Melalui
identifikasi analisis masalah instansi atau badan sosial
dapat mengetahui hal-hal perlu dilakukan perbaikan.
Berdasarkan fakta tersebut program perizinan online
belum mampu menyelesaikan permasalahan perizinan
yang ada di BPPT.

Ketiga, hadirnya layanan paket online kurang
diminati oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat
lebih memilih menggunakan layanan paket manual dari
pada menggunakan layanan online. Masyarakat lebih
memilih melakukan fotocopy berkas dan melakukan
verifikasi dokumen langsung ke kantor dari pada
melakukan upload berkas ke website BPPT. Keadaan ini
menjadi bukti bahwa layanan paket online kurang
diminati oleh sebagian besar masyarakat. Ketimpangan
data yang diperoleh peneliti dari tahun 2012 hingga tahun
2015 tidak lebih dari sepuluh orang yang menggunakan
layanan paket online.
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Keempat, Hasil temuan dilapangan tujuan paket
perizinan online belum sesuai dengan tujuan program.
Data menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih
datang ke kantor BPPT dari pada melakukan pengajuan
izin melalui online. Disisi lain, banyak sebagain besar
masyarakat yang tidak mengetahui adanya program paket
online. Beberapa staff mengakui bahwa program paket
perizinan online merupakan sarana pilihan bagi
masyarakat. Artinya masyarakat diberikan kebebasan
untuk memilih penggunaan jenis layanan sesuai dengan
kebutuhan.. Namun, yang terjadi beberapa masyarakat
menganggap pelayanan paket perizinan online tidak ada
perbedaan penggunaan layanan paket manual. Perbedaan
layanan hanya terdapat pada berkas di masukkan ke CS.
Dan berkas diterima oleh CS melalui online. Layanan
paket online sama-sama memberikan menyederhanakan
layanan yang sebelumnya dilakukan secara regular.
Kelengkapan berkas yang diajukan tidak sebanyak syarat
yang harus dipenuhi dengan permohonan secara regular.

Kelima, Program paket perizinan online
merupakan layanan yang di rancang dengan menyatukan
berbagai bentuk perizinan menjadi satu dan dapat diakses
melalui internet. Sehingga layanan ini dinamakan
layanan paket online. Rancangan strategi melibatkan
seluruh staff dari bidang penanaman modal, Bidang
perizinan tertentu, dan Bidang perizinan usaha yang
saling berkoordinasi untuk melihat peluang izin mana
yang dapat dipaketkan.

Keenam, Berdasarkan temuan di lapangan,
anggaran yang dikeluarkan dalam program paket
perizinan online dikeluarkan untuk pembelian lisensi
software paket online, intenet, komputer, scan. Namun
total biaya yang dikeluarkan dalam program paket
perizinan online belum dapat dikeluarkan secara efisien.
Hal ini dikarenakan jumlah anggaran yang dikeluarkan
belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketujuh, Program layanan paket perizinan
online di BPPT tidak memiliki Tim khusus yang
menangani program paket online. Akibatnya evaluasi
program paket perizinan online menjadi bagian dari
evaluasi seluruh perijinan di BPPT yang di bahas dalam
Rapat Tinjauan Manajemen. RTM merupakan rapat yang
dilakukan minimal 4 tahun sekali.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data asil

penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dilihat dari definisi program, sudah didukung dengan
kesatuan pemahaman antara masing-masing staff
dalam mendefinisikan layanan paket online. Program
paket perizinan online sudah dapat difahami masing-
masing staff dengan jelas. Tidak ada perbadaan peran
antara layanan sebelumnya dengan layanan saat ini.
Perbedaan layanan paket online dengan layanan
regular hanya pada proses berkas diterima customer

service secara online atau pemohon memberikan ke
customer service secara langsung..

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) masih
belum dapat mengurangi banyaknya antrian,
terbatasnya sarana prasarana, pungli birokrasi kurang
mampu membaca fakta sosial pelayanan yang ada.
Hal ini bisa diketahui dari banyaknya antrian dan
lahan parkir yang selalu dipadati oleh pemohon.
Berdasarkan fakta tersebut program perizinan online
belum mampu menyelesaikan permasalahan perizinan
yang ada di BPPT..

3. Need Assessment belum sesuai dengan Kkebutuhan
masyarakat. Sehingga program  paket perizinan
online kurang diminati oleh sebagian besar
masyarakat. Masyarakat lebih memilih menggunakan
layanan manual.

4. Strategi dan penetapan sasaran yang belum sesuai
dengan tujuan program yang diharapkan.Pasalnya
banyak sebagain besar masyarakat yang tidak
mengetahui adanya program paket online. Disamping
itu, program paket perizinan online hanya dijadikan
sebagai sarana layanan pilihan. Masyarakat diberikan
kebebasan memilih jenis layanan sesuai dengan
kebutuhan,

5. Rancangan program peket perizinan online sudah di
desain dengan cukup baik. Yakni dengan melibatkan
seluruh staff di bidang penanaman modal, bidang
perizinan tertentu, bidang perizinan usaha, yang
saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pelaksanaan
program.

6. Anggaran yang dikeluarkan untuk program paket
perizinan online belum memberikan dampak yang
optimal untuk perbaikan pelayanan.

7. BPPT tidak memiliki tim khusus untuk mengevaluasi
pelaksanaan  program paket perizinan online,
akubatnya evaluasi program paket perizinan online
menjadi bagian dari evaluasi seluruh perijinan di
BPPT yang dibahas dalam Rapat Tinjauan
Manajemen

Saran

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Kabupaten Sidoarjo harus memperluas sosialisasi

pemanfaatan pelayanan paket perizinan online yang

wajib dilakukan secara berkala di tingkat kecamatan
sampai di tingkat kelurahan maupun desa

2. BPPT harus memperkuat komitmen instansi terkait

untuk melaksanakan layanan paket online, sehingga

layanan paket online yang sudah menghabiskan anggaran
yang begitu besar dapat memberikan dampak yang
positif bagi pelayanan perizinan di sidoarjo.

3. Badan Pelayanan Perizianan Terpadu (BPPT)

Kabupeten Sidoarjo harus melakukan program jemput

bola di kecamatan-kecamatan maupun mall atau pusat

perbelanjaan secara rutin yaitu untuk memberikan
pelayanan, pemahaman, pendekatan pelayanan dan
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mempermudah masyarakat dalam melakukan
peromohonan izin secara online.

4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Sidoarjo harus melakukan evaluasi berkala
untuk memastikan layanan paket online sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang diharapkan.
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